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BABIV 

PENUTUP 

1. 	 KESIMPULAN 
a. 	 Dalam pasal 15 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 1992 
dinyatakan bahwa ketentuan lebm lanjut mengenai tindakan medis 
tertentu sebagaimana dimasud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. Namun setelah sepuluh tahun 
diundangkan, belum dibentuk peraturan pemerintah mengenai 
pelaksanaan "abortus provocatus medicinalis". Peraturan pelaksanaan 
pasal15 Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tidak atau belum ada, 
menyebabkan ketidakpastian hukum. 
b. 	 Mengenai indikasi medis dan menyelamatkan jiwa ibu hamil, 
seringkali menjadi perdebatan, sebab undang-undang hanya 
menyebutkan "kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil 
tindakan pengguguran kandungan", kalau tidak jiwa ibu hamil 
menjadi taruhannya. Bahwa yang dimaksud dengan kondisi yang 
benar-benar mengharuskan dilakukan tindakan pengguguran 
kandungan adalah secara fisik ibu hamil terancam bahaya maut bila 
tidak dilakukan pengguguran. 
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2. 	 SARAN 
a. 	 Perlunya adanya peraturan pelaksanan dari Pasal 15 Undang-undang 
Nomor 23 Tabun 1992 Tentang Kesehatan sebagai pelaksanaan 
abortus provocatus medicinalis. 
b. 	 "kondisi yang benar-benar mengharnskan diambil tindakan 
pengguguran kandungan", kalau tidak jiwa ibu hamil menjadi 
taruhannya, harns diperluas lagi dengan menyebutkan babwa yang 
dimaksud dengan kondisi yang benar-benar mengharuskan 
dilaksanakan pengguguran kandungan adalah secara fisik dan juga 
secara psikis dimana ibu hamil terancam bahaya maut bila tidak 
dilakukan pengguguran kandungan. 
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